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Pendahuluan
• Latar Belakang

• Landasan Hukum

• Tugas dan Fangsi Badan Informasi Geospasial
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Kebijakan Data Nasional
• Kebijakan Satu Data Indonesia

• Kebijakan Satu Peta

• Peran Penting BMKG dalam Kebijakan Data Nasional

3

Penyelenggaraan Informasi Geospasial
• Informasi Geospasial Dasar

• Informasi Geospasial Tematik

• Penggunaan Informasi Geospasial

4

Best Practice Implementasi Kebijakan Satu Peta
• Pengguna IG

• Pemanfaatan hasil Kebijakan Satu Peta untuk Perencanaan Tata Ruang

5

Penutup
• Kesimpulan

• Saran



Pendahuluan
• Latar Belakang

• Landasan Hukum



INDONESIA
Negara Kepulauan terbesar didunia dengan Populasi 267.700.000 jiwa

dengan luas wilayah 8.305.000 km2 yang terdiri dari 6.400.000 km2

wilayah Maritim dan 1.905.000 km2 wilayah darat. Memiliki 17.504 pulau

dan berbatasan dengan 10 Negara diantaranya Malaysia, PNG, RDTL, 

Singapura, Australia, Palau, India, Vietnam, Pilipina dan Thailand



GEOSPASIAL





Data dan Informasi Geospasial
Data Geospasial (Ruang Kebumian) adalah
data tentang lokasi, dimensi atau ukuran,
dan/atau karakteristik objek alam dan/atau
buatan manusia yang berada di bawah,
pada, atau di atas permukaan bumi.

Informasi Geospasial adalah data
geospasial yang sudah diolah sehingga
dapat digunakan sebagai alat bantu
dalam perumusan kebijakan,
pengambilan keputusan, dan/atau
pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan ruang kebumian.



Landasan Hukum Penyelenggara IG Dasar dan Tematik

• UU 4/2011 Informasi Geospasial, 
sebagaimana diubah dalam UU 
11/2020 Cipta Kerja

• PP 45/2021: Penyelenggaraan
Informasi Geospasial

• Perpres 39/2019 : Satu Data 
Indonesia

• Perpres 9/2016 dirubah dengan 
Perpres 23/2021: Percepatan
Kebijakan Satu Peta



Kebijakan Data Nasional
• Kebijakan Satu Data Indonesia

• Kebijakan Satu Peta





Issue

Bagaimana memperoleh
Data yang akurat, mutakhir, 

terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, 

mudah diakses, dan
dibagipakaikan

Portal Data Nasional
• Portal Satu Data Indonesia (Perpres

39/2019)
• JIGN dan InaGeoportal (Perpres 27/2014) 

Kebijakan Data Nasional
• Perpres 9/2016 : Kebijakan Satu Peta 
• Perpres 39/2019: Kebijakan Satu Data Indonesia



Standard Data

Basisdata

Portal

ReferensiKode Referensi / Data Induk

Interoperabilitas

Metadata

Standard Data

Satu Data Indonesia
Perpres 39/2019

Kebijakan Satu Peta
Perpres 9/2016

dirubah Perpres 23/2021

Prinsip Satu Data Indonesia dan Kebijakan Satu Peta



PERSPEKTIF PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL & INTEGRASI DATA 
UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Data 

Lainnya

IG Darat, Laut, Bencana

Pengembangan untuk Kesejahteraan

Konservasi untuk Kelestarian Alam

• Pariwisata

• Tambang

• Permukiman

• Industri

• Pelayanan Umum

• Infrastruktur

• Rawan Bencana

• Hutan Lindung

• Ruang Terbuka Hijau

• Sempadan Sungai

• Cagar Budaya

MEMBERIKAN INFORMASI SECARA SPASIAL MENGENAI 

POTENSI DAN RISIKO



1STANDAR
REFERENSI

BASIS DATA
GEOPORTAL

merupakan perwujudan implementasi Satu Data Geospasial Indonesia



KONDISI PENYELENGGARAAN IG NASIONAL
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1. K/L menyelenggarakan IG sesuai dengan kriteria pada lingkup kerja masing-masing.

2. Masih terdapat penyelenggara IGT yang belum menetapkan standar atau spesifikasi teknis. 

3. Masih terdapat IGT yang belum kompatibel untuk dapat dikombinasikan dengan IG lainnya dikarenakan karena

perbedaan skala.



PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA
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PERIODE AWAL : 2016 - 2019 PERIODE PERPANJANGAN  : 2021 - 2024

PERATURAN PRESIDEN  NOMOR 9 TAHUN 2016
PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT 
KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016 
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PETA
PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000



Tentang Percepatan Pelaksanaan 
Kebijakan Satu Peta Pada 
Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
Diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016

PERATURAN 
PRESIDEN
NO. 9 TAHUN 2016 

Tujuan KSP

1STANDAR
REFERENSI

BASIS DATA
GEOPORTAL

▪ Perencanaan Tata Ruang.
▪ Pengelolaan Sumberdaya Alam.
▪ Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan.
▪ Manajemen Pengurangan Resiko Bencana.
▪ Penyusunan Kebijakan & Pengambilan Keputusan. 
▪ Pembangunan Ekonomi Digital.

Sebagai acuan untuk peningkatan kualitas:

Manfaat KSP

Tahapan KSP

85
PETA TEMATIK

19
KEMENTERIAN

/LEMBAGA

34
PROVINSI

KEBIJAKAN 
SATU
PETA

Kompilasi

Sinkronisasi

Berbagi-pakai

Integrasi

(KSP)
Kebijakan Satu Peta

Renaksi 2016 - 2019



85 Peta Tematik Target Pelaksanaan KSP



PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
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KOMPILASI INTEGRASI SINKRONISASI
BERBAGI PAKAI 

DATA & IG

Rangkaian kegiatan

pengumpulan data IGT 

yang dimiliki K/L, 

Kelompok Kerja Nasional 

IGT, dan/atau Pemda

untuk Seluruh Wilayah 

Indonesa

Rangkaian kegiatan

dalam melakukan

koreksi dan 

verifikasi data IGT 

terhadap IGD 

Rangkaian

kegiatan

penyelarasan IGT 

yang dilakukan

oleh K/L dan/atau

Pemda

Berbagi pakai data 

IGT oleh K/L 

dan/atau Pemda

melalui Jaringan

Informasi

Geospasial

Nasional 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021

SATGAS 1 SATGAS 2 SATGAS 3
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PROGRAM & KEGIATAN 
RENCANA AKSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2021

A. PENETAPAN  MEKANISME DAN TATA KERJA PELAKSANAAN PERCEPATAN KEBIJAKAN  SATU PETA
A1. Penetapan Mekanisme dan Tatakerja Sekretariat PKSP - (Kemenko Bidang Perekonomian)
A2. Penyusunan Mekanisme dan tata Kerja Peta Batas Kecamatan dan Kelurahan - (Kemendagri)
A3. Penetapan Walidata IGT pada K/L - (BIG)
A4. Penetapan Kelompok Kerja Nasional (POKJA) IGT - (BIG)
A5. Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kompilasi dan Integrasi Pelaksanaan KSP - (BIG)
A6. Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai Data dan IG KSP - (BIG)
A7. Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Pembuatan IGT - (Walidata IGT)

B.     PERWUJUDAN INFORASI GEOSPASIAL DASAR (IGD)
B1. Peta RBI Skala 1:5.000
B2. Peta RBI Skala 1:50.000
B3. Peta RBI Skala 1:250.000
B4. Perwujudan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Wilayah Indonesia (CSRT)
B5. Perwujudan Foto Udara Resolusi Tinggi Wilayah Penyediaan Data Penginderaan Jauh Pulau Terluar

C. PEMUTAKHIRAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
C1. Peta RBI Skala 1:50.000

D.      PERWUJUDAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK 
D1. Perwujudan IGT Status, 26 IGT
D2. Perwujudan IGT Perencanaan Ruang, 5 IGT
D3. Perwujudan IGT Potensi, 47 IGT

E. PEMUTAKHIRAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK 
E1. Pemutakhiran IGT Status, 25 IGT
E2. Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang, 11 IGT
E3. Pemutakhiran IGT Potensi, 49 IGT

F. INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL (IG)
F1. Penyebarluasan Data IG
F2. Penyusunan Grand Design Pembangunan Pusat Data Nasional

G.      SINKRONISASI INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT)

RENCANA AKSI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016 
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PETA PADA 

TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000



KOMPILASI 

DAN 

INTEGRASI 

MELALUI 

JIGN

21



1. KOMPILASI
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KOMPILASI

IGT

VEKTOR MAP (SHP, 
GDB, CAD)

RASTER/ SCAN MAP

Metadata
Format Isian
Metadata

Dokumen
Pendukung

Norma/Standar/ 
Pedoman/Kriteria

Peraturan
Penetapan IGT

Kamus Data

KLINIK Kompilasi Hybrid
(luring & daring)

FASILITASI KLINIK 
KOMPILASI HYBRID DI 

DAERAH
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ALUR KOMPILASI
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2. INTEGRASI

Koreksi dan 
Verifikasi
dilakukan
berdasarkan
tipologi/
karakter IGT

SKALA IGT
SESUAI   |   TIDAK SESUAI   |   TIDAK TERDEFINISI

FORMAT DATA: 
VEKTOR | RASTER

UNSUR IGD (JARING KONTROL GEODESI & PETA DASAR)

TERKAIT  |   TIDAK TERKAIT

KEWENANGAN/PENANGGUNG JAWAB
K/L   |   KKN   |   PEMDA

ASPEK LEGAL
ADA PENETAPAN  |   TIDAK ADA PENETAPAN

JENIS IGT
PERENCANAAN RUANG  |   STATUS   |   POTENSI 
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JENIS FITUR: 
TITIK  |  GARIS   |   AREA | 

STRUKTUR DATA
ADA DALAM KUGI |   BELUM ADA DALAM KUGI

P
A

R
A

M
E

T
E

R



ALUR INTEGRASI 
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SIMPUL JARINGAN/CLOUD BIG
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Peran Penting BMKG
dalam Kebijakan Satu Peta
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K/L Penyelenggara IGT 
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon)
2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
3. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
4. Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
9. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
10. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
11. Kementerian Peridustrian (Kemenperin)
12. Kementerian Perdagangan (Kemendag)
13. Kementerian Pertanian (Kementan)
14. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

15. Kementerian Pekerjaan Umum dan Permahan Rakyat (PUPR)
16. Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi (KPDDT)
17. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
18. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Prencanaan

Pembangunan Nasional (Kementaerian PPN/Bappenas)
19. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo)
20. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
21. Badan Pusat Statistik (BPS)
22. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
23. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
24. Badan Informasi Geospasial (BIG)

K/L Pendukung Penyelenggara IGT
1. Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN)

24 K/L
(Penyelenggara IGT)

KETERLIBATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
RENCANA AKSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2021
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IGT Potensi dari BMKG
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Peran IGT BMKG untuk IGT lain
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Penyelenggaraan Informasi Geospasial

• Informasi Geospasial Dasar
• Informasi Geospasial Tematik
• Penggunaan Informasi Geospasial



31
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Elemen Geospasial:
• Lokasi : L, B, h atau X, Y, Z
• Bentuk : Point, Line, Area (Poligon)
• Informasi : Atribut (karakteristik objek)

Data dan Informasi Geospasial
Semua jenis data dan informasi yang memiliki elemen lokasi (georeferensi), baik di permukaan, 
di dalam, dan di atas permukaan Bumi (UU IG No. 4/2011)



Jenis Informasi Geospasial
UU No. 4/2011 dan UU 11/2020
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IG

IGD

IGT

Jaring
Kontrol
Geodesi

Peta 
Dasar

• Garis pantai
• Hipsografi
• Perairan
• Nama rupabumi
• Batas wilayah
• Transportasi dan utilitas
• Bangunan dan faslitas umum
• Penutup lahan

JKHN

JKVN

JKGN

PETA RUPA 
BUMI 

INDONESIA 
WILAYAH 

DARAT & LAUT

Skala
1.000K, 

250K, 50K, 
25K, 10K, 

5K, 1K

IGT Hasil Integrasi

IGT Strategis Nasional 
(Non Sektoral)

IGT Sektoral (K/L)

Pasal 12: Konten 

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal  24 (2)

Pasal  24 (1)

Pasal  23 

Pasal  19, 20

Kerangka Referensi 
Geospasial

Sistem Referensi 
Geospasial Nasional

Pasal 27

VertikalHorizontal

Legenda:
IGD = Informasi Geospasial Dasar
IGT = Informasi Geospasial Tematik
JKHN = Jaring Kontrol Horisontal Nasional
JKVN = Jaring Kontrol Vertikal Nasional
JKGN = Jaring Kontrol Gayaberat Nasional
RBI = Rupa Bumi Indonesia

PEMETAAN
DASAR

PEMETAAN
TEMATIK



ONLINE TIDE GAUGES STATIONS: 139 Stations (2018) + 20 Stations (2019)

Tide Gauge Data for DRRM Activities

Data from Online Tide Gauge 
Stations will be useful for 
supporting several activities 
of Disaster Risk Reduction 
Management (DRRM), such as:

✓Tsunami Early Warning System.

✓Risk assessment for potential impacts 
of several coastal hazards, such as 
sea level rise, coastal flooding, 
coastal abrasion, and tsunami.

✓Surveying and mapping for post-
event rapid assessment of coastal 
hazards.



Penyelenggaraan IG Dasar dan 
Tematik



Pemetaan Rupabumi Indonesia

ALUR KERJA

Survei Lapangan

Stereoplotting

DTM dan Kontur Peta RBI

Topologi



+=

ORRI DSMPandangan Stereoskopis

Pembentukan Stereomate



Hidrografi

Breakline

Masspoint/

Spotheight

Urutan Stereoplotting



Status Ketersediaan RBI



Geospasial untuk Pembangunan Nasional



Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial
• Pengguna IG

• Informasi Geospasial BMKG untuk Rencana Tata Ruang



SPEKTRUM PERAN DAN PEMANFAATAN IG SANGAT LUAS

Sumber gambar: ESRI



PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL
PADA LINSTAS SEKTORAL

Sumber gambar: ESRI



Pemanfaatan DG dan IG Skala Besar

IGD Skala 
Besar

IGT 
Transportasi

Pembangunan 
Jalan

Jalur Kereta

IGT Utilitas

Jaringan
Infrastruktur

Fasilitas
Umum

DG dan IG Pembangunan Infrastruktur Pengguna
Infrastruktur



CONTOH PEMANFAATAN:
PRECISION AGRICULTURE DENGAN GIS

• Sebuah konsep manajemen 
pertanian, yang didasari oleh 
pengamatan, pengukuran dan 
interaksi antar bidang pada 
tanaman, dengan menerapkan 
analisa GIS.

• Bertujuan untuk memberikan 
decision support system (DSS), 
atau sistem pengambilan 
keputusan dalam manajemen 
pertanian guna menghasilkan 
produktivitas yang optimal dan 
tetap menjaga sumberdaya.



Pemanfaatan Informasi Geospasial untuk Restorasi dan 
Pengembangan Lahan Gambut

• Rencana Restorasi dan Pengembangan Lahan Budidaya Gambut:
• Rewetting: tata air dan perbaikan sistem hidrologi

• Revegetasi: penanaman dan tata kelola land use

• Revitalisasi: Pengembangan Lahan Pertanian

• Perencanaan Konstruksi Engineering pengelolaan saluran
drainase/kanal menggunakan Data Lidar dengan Quality  Level 3.
(Tingkat Akurasi LiDAR)

• Perbedaan tinggi yang relatif datar di KHG membutuhkan data 
LiDAR dengan Quality Level 2 (Surveying Technical Note, 210-SVRN-
01) – Standard Internasional



Kanal Primer
(lb: 3m, drained)

Kanal Sekunder
(lb: 2m, drained)

Kanal Tersier
(lb: 1m, Flood)



Peta Penutup Lahan

Peta Hidrotopografi (Kanal)

Revegetasi dan 
Pengembangan
Lahan Pertanian

Perbaikan Fungsi dan Tata 
Kelola Kanal/Irigasi

Pemanfaatan Informasi Geospasial untuk Analisis Spasial
Perencanaan Restorasi dan Pengembangan Lahan Gambut



Pemanfaatan IG dari BMKG

Identifi
kasi

Perencan
aan

Pelaksanaan Pemeliharaan

Pendataan

Evaluasi

Data dan Informasi Geospasial Data dan Informasi Statistik Data dan Informasi Lainnya

Dalam 
pelaksanaan 
Pembangunan 
diperlukan 
dukungan data 
dan Informasi 
Geospasial, 
Statistik dan 
data lainnya

Data dan 
Informasi 

Geospasial Dasar 
dan Tematik 

memiliki peran 
penting dalam 

menidentifikasi, 
merencanakan, 
melaksanakan, 

memelihara dan 
mengevaluasi 

pembangunan 
cipta marga baik 
di pusat maupun 

daerah



• Ketentuan yang dibuat pemerintah 
untuk pengembangan wilayah selama 
20 tahun mendatang

• Seperti ketetapan rencana kawasan 
permukiman, perdagangan, jasa, 
pertanian, perkebunan, industri, dan 
lainnya

• Dituangkan dalam bentuk peraturan 
perundangan, yang memiliki lampiran 
berupa peta / informasi geospasial.

RENCANA TATA RUANG



Manfaat: MEMBERIKAN INFORMASI secara spasial
mengenai POTENSI DAN ReSIKO

Pengembangan untuk Kesejahteraan Konservasi untuk Kelestarian Alam

• Pariwisata
• Tambang
• Permukiman
• Industri
• Pelayanan 

Umum
• Infrastruktur

• Rawan Bencana
• Hutan Lindung
• Ruang Terbuka Hijau
• Sempadan Sungai
• Cagar Budaya



Dapat diketahui LOKASI
POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR PERUMAHAN KOMERSIAL

PARIWISATA

INDUSTRI

TAMBANG / MIGAS



Dapat diketahui LOKASI LOKASI
konservasi dan rawan BENCANA

PERLINDUNGAN
BAWAHAN

SEMPADAN

RUANG TERBUKA
HIJAU

RAWAN BENCANA



Penutup
Kesimpulan dan Saran

• Pemanfaatan DG dan IG bagi Pengguna memiliki lingkup yang luas dengan
berbagai aplikasi dan analisis yang terus berkembang

• Kontribusi BMKG dalam Percepatan Kebijakan Satu Peta, turut memberikan
kemudahan bagi pengguna untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan
ketersediaan Data dan Informasi Geospasial secara Nasional

• Pemerintah, BUMN, swasta, masyarakat tidak hanya sebagai penyelenggara
IGT namun sebagai pengguna DG dan IG yang menerima berbagai manfaat,
dan BIG mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan kepada
Penyelenggara IGT dan Pembinaan kepada Pengguna IG

• Kerjasama BIG dan BMKG dalam memanfaatkan maupun
menyelenggarakan DGT dan IGT memiliki peranan penting untuk
mendukung pembangunan infrastruktur mitigasi bencana khususnya
Tsunami di Indonesia

• Kebijakan Data Nasional perlu segera direalisasikan, sedemikian rupa
sehingga ketersediaan data dapat dimanfaatkan secara maksimal.



TERIMAKASIH


